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The results of this research show that: (1) Law enforcement against
illegal cosmetics dealers by the police is through penal and non-
penal measures. The form of penal effort is to arrest the perpetrators
of illegal cosmetics dealers and suppliers. Meanwhile, non-penal
measures in dealing with the circulation of illegal cosmetics in the
jurisdiction of the Gorontalo City Police include conducting raids
and providing legal education (2) Factors inhibiting legal
enforcement against the circulation of illegal cosmetics, namely;
first, lack of coordination between institutions. Second, low public
understanding.
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PENDAHULUAN
Perdagangan kosmetik merupakan usaha yang menjanjikan. Seiring

perkembangan zaman, produk kosmetik tidak hanya menargetkan konsumen
wanita, namun juga konsumen pria dan anak sehingga industri kosmetik menjadi
kebutuhan global. Dengan berkembangnya industri kosmetik di Indonesia, muncul
tantangan bagi pemerintah yakni memberantas peredaran kosmetik illegal dan
berbahaya. Saat ini, banyak penjualan kosmetik illegal dilakukan secara online
melalui website maupun ecommerce.

Kurangnya kesadaran masyarakat atau konsumen terhadap produk kosmetik
illegal mengakibatkan bisnis kosmetik illegal terus berkembang. Konsumen tertarik
dengan promosi produk kosmetik ilegal yang berlebihan dari pelaku usaha, seperti
harga murah, aman bagi ibu hamil dan menyusui, telah teruji klinis, hasil yang
instant, dan sebagainya.

Kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi yang peredarannya harus
mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana
diatur pada Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Kosmetik illegal
merupakan sediaan farmasi tanpa izin edar, sehingga pelaku usaha yang
mengedarkan kosmetik illegal dapat dikenakan sanksi hukum. Di Indonesia,
perederan dan perkembangan industri kecantikan diakui cukup pesat belakangan ini
sehingga memiliki potensi terhadap pasar yang cukup besar.

Menurut Kepala BPOM Gorontalo Agus Yudi Prayudana, bahwa produk
kosmetik tersebut disita dari 24 sarana atau tempat yang ada di tiga wilayah di

Provinsi Gorontalo. menurutnya hasil ini di dapatkan setelah mendatangi sarana
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mengedarkan kosmetik yang dikenal olenh masyarakat dan sarana distribusi yang
berpotensi mengedarkan kosmetik ilegal”

Sementara data terkait dengan penegakan hukum tehadap para pelaku kasus
Tindak Pidana Peredaran kosmetik illegal dari tahun 2020-2022 dengan jumlah 13
kasus namun dari 13 kasus tersebut hanya 3 (tiga) kasus yang dilakukan pengakan
hukum dengan jalur penal. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai

Penegakan Hukum atas pengedaran kosmetika illegal di Kota Gorontalo.

Rumusan Masalah :
1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap pelaku penjualan kosmetik
llegal di Kota Gorontalo?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap

pelaku penjualan kosmetik llegal di Kota Gorontalo?

PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal sangat
penting untuk melindungi masyarakat dari produk yang dapat membahayakan
kesehatan. Kepolisian bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait
peredaran kosmetik ilegal. Mereka dapat melakukan penyelidikan, penggerebekan,
dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau
penjualan kosmetik ilegal.

Kepolisian juga memiliki peran dalam pencegahan peredaran kosmetik
ilegal. Ini melibatkan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga lain yang memiliki kewenangan terkait

regulasi kosmetik. Pihak kepolisian dapat memberikan informasi kepada
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masyarakat tentang risiko menggunakan kosmetik ilegal dan cara melaporkan
kegiatan ilegal tersebut.

Oleh karena itu. Kepolisian perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah
dan non-pemerintah terkait, seperti BPOM, Bea Cukai, dan perusahaan kosmetik
legal. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran informasi, koordinasi tindakan,
dan pembuatan strategi bersama untuk menanggulangi peredaran kosmetik ilegal.
Melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kepolisian dapat mengidentifikasi
jaringan peredaran kosmetik ilegal, mengetahui tempat produksi, dan
mengidentifikasi pelaku serta pelanggan yang terlibat. Ini memungkinkan mereka
untuk mengambil tindakan yang lebih efektif.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik BPOM Gorontalo
Bapak Ferdiansyah mengatakan bahwa :

“Penindakan yang dilakukan oleh BPOM dimulai dengan penindakan awal
yaitu Operasi siber yang merupakan tindakan yang dilakukan secara daring atau
melalui teknologi informasi untuk memantau, mendeteksi, dan menangani
penjualan atau distribusi kosmetik ilegal di platform-platform daring. Kosmetik
ilegal bisa termasuk produk palsu, tidak berlisensi, atau mengandung bahan-bahan
berbahaya yang tidak diizinkan dalam produk kecantikan. Kemudian dilanjutkan
dengan turun ke lokasi langsung untuk melakukan pemeriksaan secara langsung.
Atau karena telah ada aduan dari masyarakat.”

Semnetara itu Polres Gorontalo Kota dalam upaya penegakan hukum
terhadap peredaran kosmetik illegal, dilakukan dengan dua pendekatan yaitu upaya
penal (penindakan) dan upaya non penal (pencegahan).

Hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu penyidik Polres
Gorontalo Kota Mengatakan bahwa ada banyak faktor penyebab terjadinya
peredaran kosmetik illegal salah satunya adalah:

“Faktor utama peredaran kosmetik illegal adalah faktor ekonomi atau
motivasi pelaku dalam memalsukan kosmetik untuk mendapatkan keuntungan yang
sebanyak-banyaknya sebab kosmetik asli biasanya harganya jauh lebih mahal.

Faktor ekonomi dalam hal ini karena keuntungan yang di dapatkan lebih besar. Hal
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ini karena dalam memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak
perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki
izin edar dan kosmetik tersebut kemudian dapat dijual dengan harga yang hampir
sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar sehingga hal tersebut klaim dari
pelaku bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam skala besar kepada pelaku
tersebut.
Menurut salah satu penyidik Polres Gorontalo Kota Bahwa :

setelah pengumpulan informasi rampung maka langkah selanjutnya adalah
Menyiapkan peralatan dan personel yang diperlukan untuk melaksanakan razia,
termasuk petugas kepolisian, petugas BPOM, dan personel lainnya sesuai
kebutuhan bahkan Jika diperlukan, memberikan surat perintah razia yang sah sesuai
dengan hukum yang berlaku untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di

tempat-tempat yang diduga terlibat.

Research Method and Materials

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum
emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan
langsung ke lapangan. Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode
penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan
meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Analisi data
merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah
terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah
didapatkan sebelumnya. Secra sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan
memberikan telaah, yang dapat berarti menantang, mengkritik, mendukung,
menambah atau member komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan
terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori.

Penegakan hukum terhadap pengedar kosmetik illegal oleh pihak kepolisian
adalah dengan upaya penal dan non penal. Adapun bentuk upaya penal yaitu
melakukan penangkapan kepada pelaku pengedar dan pemasok kosmetik illegal,
dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, diajukan ke kejaksaan serta diajukan
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kepengadilan untuk dilakukan penuntutan. semnetara langkah-langkah upaya non
penal dalam penanggulangan peredaran kosmetik illegal di wilayah hukum Polres
Gorontalo utara yaitu melakukan razia dan memberikan penyuluhan hukum
tentang bahaya kosmetik ilegal.

Faktor penghambat pengakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal
yakni; pertama, kurangnya koordinasi antar lembaga yang berujung pada
kurangnya saluran komunikasi yang efektif antar instansi dapat menghambat
pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai peredaran kosmetik ilegal.
Kedua, rendahnya pemanahaman masyarakat yang berujung pada tingkat
pengetahuan masyarakat untuk membedakan kosmetik asli dengan palsu yang

membuat peredaran barang ini marak terjadi.
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